
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 62 TAHUN 2019 

TENTANG  

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENERBITAN  

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SECARA DARING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar 

proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tetap 

memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan 

tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan, 

maka perlu dilakukan proses pencairan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

secara daring; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pedoman Pengajuan dan Penerbitan 

Surat Perintah Pencairan Dana Secara Daring; 

  

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor  

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

 

 

17. Peraturan 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Timur  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN 

DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

SECARA DARING. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman 

Pengajuan dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) Secara Daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal 2 

 

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan 

acuan bagi pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur.  

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Bab I  Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan 

Pengeluaran Kas; 

b. Bab II Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat 

Penyediaan Dana Daring; 

c. Bab III  Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana Daring; 

 

 

 

d. Bab IV 
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d. Bab IV  Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat 

Perintah Membayar Daring; dan 

e. Bab V  Prosedur Penggunaan User dan Login 

Aplikasi. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana Elektronik 

(e-SPD), Pembebanan Rincian Penggunaan Dana Elektronik 

(e-Pembebanan Rincian Penggunaan Dana), dan SP2D 

Elektronik (e-SP2D) mulai dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2019. 

(2) Pelaksanaan Rincian Penggunaan SP2D Uang 

Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Elektronik (e-

Rincian Penggunaan SP2D UP/GU/TU, Surat Perintah 

Membayar Elektronik (e-SPM), dan Surat Elektronik 

mengenai pencairan dana (e-Surat) pada semua Perangkat 

Daerah mulai Januari 2020. 

(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada perangkat aplikasi             

e-SPM dan e-SP2D yang tidak dapat diselesaikan dalam 

waktu singkat, pelayanan penerbitan SP2D dilakukan 

secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2018 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Jawa Timur;  

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 127 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; dan 

c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 

sepanjang mengatur mengenai SPD, SP2D, dan SPM dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 
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Pasal 5 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal    30 September 2019 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  30 September 2019 

 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

JEMPIN MARBUN, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640917 199203 1 005 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  

NOMOR 62 SERI E. 

 


